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ABSTRAK

This research was conducted to identify and analygzenodus operandi carried out by perpetratoxgiofinal
acts of fraud in Online Arisan and then to identifiyd analyze legal measures that can be carrietyotie
West Papua Regional Police so that participants léetve not received the Online Arisan Money circataget
their money back in accordance with each nomingluBing normative juridical research methods. Bawsed
this, the research results state that online sggtiering fraud uses electronic media and conweatifraud
does not involve electronic media. There are twesland regulations that can be used in online bgathering
fraud. Article 378 of the Criminal Code and Arti@8 paragraph (1) in conjunction with Article 450Aragraph
(1) of Law No. 19 of 2016 concerning AmendmentsLaw No. 11 of 2008 concerning Information and
Electronic Transactions. These two laws and regulathave their own characteristics in imposingnanal
penalties, so that Article 28 paragraph (1) in oonjion with Article 45 A paragraph (1) of Law N9 of 2016
concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 coriogriinformation and Electronic transactions are the
most appropriate to use in cases of criminal attsbne social gathering fraud. It is very rare feerpetrators
of online social gathering fraud to be convictednodney laundering crimes, including several casethé
jurisdiction of the West Papua Regional Police Wwhiaused losses of up to billions of rupiah fordnexds of
people who were participants. The statutory reganatthat can be used in money laundering casdsaaveNo.

8 of 2010 concerning the Prevention and Eradicaifcthe Crime of Money Laundering.
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PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang tedegliaberhubungan dengan hukum
tidak lain dari perbuatan melanggar hukum. Tindadampa penipuan banyak dilakukan
berbagai cara salah satuya yaitu tindakan pidangyan yang bermoduskan arisan online.
Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yamgdeyama beberapa orang, lalu diundi
diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan @ebarkala sampai semua anggota
memperolehnya. Tetapi kegiatan ini dimaksudkan kukigiatan pertemuan yang memilik
unsur paksa, karena anggotanya diharuksan untukbm@ndan datang setiap undian yang
dilaksanakan. Arian online dilakukan tanpa bertesacara langsung yang dilakukan dengan
Automated Teller Machine ataupun dengan menggunakamobile banking. Cara
pengundiannya dilakukan cara melalui media eketrtenisebut. Sehingga, diperlukan sikap
kepercayaan dalam melakukan transaksi ini. Arisafin® lebih beresiko terjadi penipuan
dan penggelapan karena dilakukan orang yang ti@dikgs bertemu. Terjadinya kasus
penipuan arisan online berdasarkan laporan telghdiekerugian mencapai Rp 50 juta.
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Perputaran arisan online diakui terdakwa menacapdi,2 miliar. Atas perbuatan tersebut
terdakwa dijatuhi Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 2&tA{) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomdatidn 20018 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selart@hdn 6 bulan dan denda sebesar Rp.
5.000.000. Hal tersebut juga dibuktikan dengan walatata kasus penipuan arisamine
yang diperoleh di Unit Resmob Satreskrim Polrestegrabaya, laporan masuk pada tahun
2020 tercatat sebanyak 8 kasus dengan korban nsnd@porang dan pada tahun 2021
terjadi peningkatan sebanyak 12 kasus dengan kampamwcapai 102 orang. Mencermati
kasus yang sedang marak terjadi belakangan iniutatea dikarenakan perkembangan
teknologi yang semakin canggih, hal itu menjadikejahatan dunia maya menjadi kian luas.
Melihat kenyataan tersebut, maka perlunya penegdk#tum yang tegas oleh pihak
Kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalawseg penyidikan agar dapat
menangkap pelaku tindak pidana penipuan arsgime. Penegakan hukum dapat dilakukan
melalui upaya pencegahan, pemberantasan dan pkamddamun, berbagai kasus tersebut
memunculkan berbagai kendala dalam upaya penedaklaim untuk mengungkap kasus
penipuan arisaonline seperti, sistem pembuktian masih mengalami kesutita

Kasus penipuan berkedok arisamine yang telah banyak memakan korban. Penipuan
arian online dalam menarik minat sesorang adalahalane pemberian perjanjian
pengembalian hasil keuntungan melimpah, membuat peserta tergiur untuk mengikutinya
dan pada akhirnya banyak yang tertipu karena kegatuyang harusnya didapatkan melalui
arisanonline tidak segera diberikan. Hanya bermodalkan kompaitn smartphone melalui
aplikasi whatsapp, intagram, facebook, dan lairagaimya untuk menarik minat korban dari
arisan online, namun pertanggungjawaban kejahagaipypan arisaronline sesungguhnya
telahdiatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A dydtiidang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tah®8 2éntang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang menmgantang tindak pidana penipuan.
Tindak pidana penipuan yang terjadi saat ini titlalepas dari penggunaan teknologi, tidak
terkecuali kegiatan arisaonline. Salah satu tindak pidana yang terjadi karenamosline
adalah penipuan. Sebagaimana dalam kasus menyhatipe pada 2017 yang terjadi di
Martapura. Seorang perempuan muda bekerja samarmeagminya membuat arisamiine
fiktif. Perempuan muda tersebut bertindak sebagager arisan yang diberi nama Iray Kasfy
dan mendapatkan banyak pese@aner memberikan penawaran yang sangat menarik
melalui blackberry messenger kepada calon peserta seperti pencairan arisan gegeg dan
tepat waktu, memberikan bonusshback serta hadiah. Selain itowner juga menawarkan
kepada beberapa peserta untuk menjestiler yang bertugas mencari peserta baru. Namun
setelah peserta mencapai ratusan dan uang pessda &rkumpul miliaran rupialowner
melarikan diri tanpa memenuhi janji yang ia berikkakta yang terungkap bahweaner
tidak pernah membuat arisan sejak awal. la hanyagakel mengelola arisaonline agar
banyak orang yang tertarik untuk mengikuti arisARibat perbuatannya, majelis hakim

! Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, “Pengenaan HukBaui Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan
Online”. Supermasi: Jurnal Hukum, Vol. 04 No. Tahun 2021, h. 78-79.

2 Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, “Pengenaan HukBagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan
Online”,.....h. 78
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dalam putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN MTP memjaidana terhadap terdakawa yaitu
penjara selama 4 tahdn.

Kemudian pada kasus penipuan yang terjadi di Sysatlalam kasus penipuan arisan
online dengan Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/BiNy&ing dimana terdakwa Veni Putri
Wari adalah admin penyelenggara arisan online yaggbawahi admin-admin lain yang ada
di Aceh, Medan, Jakarta hingga Jawa. Terdakwa r@rjan simpan pinjam dan arisan
online dengan diendorse publik figur. Sehingga grarang berbondong-bondong tertarik
mengikuti arisan online, meskipun tidak saling mema satu sama lain. Kasus serupa juga
terjadi di Surabaya pada 2015 oleh seorang peramyargg berperan sebagai bandar arisan
online. Bandar tersebut membuat arisamine dengan media grufacebook. Arisan yang
didirikannya dengan peserta ratusan berhenti djatenalan, karena uang peserta yang
berjumlah miliaran rupiah ia gunakan untuk mengemgkan bisnisnya yang lain. Akibatnya
para peserta tidak mendapatkan hak nya kembali.daBarkan putusan Nomor
842/PID.SUS/2015/PN.SBY hakim menjatuhkan pidanggsa selama 2 tahun 6 bulan dan
denda sebesar Rp 500.000,00 dengan ketentuan aamisiba tidak dibayarkan diganti
dengan kurungan 1 bulan. Putusan hakim tersebutadarkan dakwaan tunggal jaksa
penuntut umum yaitu Pasal 28 ayat (1) juncto P4Sahyat (1) UU ITETindak pidana
penipuan diatur di dalam maupun di luar KUHP. Tlkgalana penipuan diatur dalam Pasal
378 hingga 395 KUHP. Sedangkan dalam peraturanngang-undangan di luar KUHP
penipuan diatur dalam Undang-Undang Republik Ind@enBlomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 nignbaformasi dan Transaksi
Elektronik selanjutnya disebut UU ITE. Kedua peratutersebut perundang-perundangan
memiliki karakteristik berbeda dalam mengatur tegtpenipuar.

Arisan online adalah arisan yang diselenggarakataloiemedia online. Berbeda
dengan jenis arisan lainnya, arisan online mendgmadaeknologi online berupa telepon
pintar atau komputer dan internet. Pihak dalamaarisnline ini adalah pemilik sebagai
pengelola dan peserta. Sistem pengundian arishneobiasanya menggunakan sistem
knockout. Arisan online tidak memerlukan pertemuan tatapkanantara pengelola dan
anggota. Semua transaksi dilakukan secara oniegagalan bertemu langsung antara
pengelola dan peserta akan menimbulkan pelangg&mgjahatan umum yang dilakukan
dalam pertemuan sosial online adalah penipuenegakan hukum yang dilakukan dalam
kasus penipuan harus dilakukan melalui usaha padanjide-ide keadilan, kepastian hukum
serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, yaragas&onsepsional terlatak pada kegiatan
hukum yang menyerasikan hubungan nilai-nilai dalkandah-kaidah dan sikap tindak,
terjabarkan dalam nilai-nilai untuk menciptakan, nmeéhara dan mempertahankan
kedamaian dalam berkehidupan. Dengan demikian adapa 3 (tiga) tahap penegakan
hukum dalam kepolisian, yaitu :

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidamsstracto oleh badan
pembentuk undang-undang. Berdasarkan pada tahppnientukan undang-undang
melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesd@ngan dan situasi masa kini dan

® Tamimi Pratiwi and Adil Akhyar Didik Miroharjo, "&lindungan Hukum Teradap Koraban Tindak
Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan No&%7Pid.B/2020/PN BTM)"Jurnal Meta Hukum, 1.3
(2022), pp. 1-13, d0i:10.47652/jmh.v1i1.266.

* Peppy Rahmawati, “Tindak Pidana Pencucian Uang Pamipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan
Asal”, dalamJurnal Jurist-Diction, Vol. 4, No. Tahun 2021, h. 274-275.

® |da Ayu Sukihana, etal., “Tanggung Jawab KetusaBaPenyelenggaraan Arisan Ditinjau Dari Hukum
Perjanjian”,Kertha Semaya : Journal 1lmu Hukum, Vol. 3 No. 4, Tahun 2015, h. 2.
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masa yang akan datang, ke mudian merumuskannyan dbkntuk peraturan
perundang- undangan pidana untuk mencapai hasihgang-undangan pidana yang
paling baik, dalam arti memenuhi syara keadilandakiya guna. Tahap ini dapat juga
disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pid@ah@ap penerapan hukum
pidana) holeh aparat-aparat penegakan hukum mualai kebpolisian, kejaksaan
hingga pengadilan.

3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksakajnhpidana secara konkret
oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini apelaksana pidana bertugas
menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat mgembentukan undang-undang
melaui penerapan pidana yang telah ditetapkanpeiabadilan®

Pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedokepada peraturan
perundang-undangan pidana yang telah dibuat oletb@etukan undang-undang dan nilai-
nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini seringajulisebut tahap eksekutif atau
administratif. Penanggulangan kejahatan empirittiiedlari tiga bagian pokok, yaitu :

1. Pre-emtif. Yang diartikan dengan upayme-emtif disini merupakan upaya- upaya
awal yang dicoba oleh pihak kepolisian untuk menddii terjadinya tindak pidana.
Usaha-usaha yang dicoba dalam penanggulan kejahatmara pre-emtif
menanamkan nilai-nilai maupun norma-norma yang lsskingga norma-norma
tersebut terinternalisasi dalam diri seorang. Walau terdapat peluang untuk
melaksanakan pelanggaran dan kejahatan tetapiddikiatnya buat melaksanakan
perihal tersebut maka tidak bakal terjadi kejahajladi dalam usaha pre-emtif aspek
niat menjadi hilang walaupun terdapat peluang. Bletpenangkalan ini berasal dari
teori NKK, yakni: Niat dan Kesempatan terjadinygakatan.

2. Preventif Upaya. Adalah upaya preventif merupakadak lanjut dari upaya pre-
emtif yang masih dalam tataran penghindaran sdslis® terjadinya kejahatan.
Dalam upaya preventif ditekankan ialah menghilangkeluang buat dilakukannya,
dengan demikian peluang menjadi dan tidak terjegitlatan.

3. Represif Upaya. Adalah ketika terjadi tindak pidaemhatan yang aksi berbentuk
penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhidkuman. Upaya represif
merupakan sesuatu upaya penanggulangan kejahatama skonsepsional yang
ditempuh sesudah terjadinya kejahatan. Penangqratgngan upaya represif buat
menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannyanédamperbaikinya kembali
supaya mereka sadar kalau perbuatan yang dibuatmgraupakan perbuatan
melanggar hukum serta merugikan warga, sehingg& tilengulanginya dan orang
lain p7ula tidak akan melakukannya mengingat sagksig ditanggungnya sangat
berat.

KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yangpatdlalam Bab XXV Buku Il
dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenahaka penipuan secara umum
sedangkan UU ITE mengatur mengenai tindak pidaer crime atau kejahatan khusus
dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidangppan arisan online. Adapun seluruh
ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini diseb@ndan penipuan, oleh karena dalam
semua tindak pidana tersebut. Dapat dikatakan b&wP pada umumnya tidak mengatur
tentang kemampuan bertanggungjawab. Namun, KUHRjatensebaliknya yaitu mengenai

® Nurul Huda and others, "Asesmen Terpadu: PenerReatorative Justice Penanggulangan Kejahatan
Narkotika Di Indonesia"Jurnal llmiah Kebijakan Hukum, 14.1 (2020), p. 111, doi:10.30641/kebijakan.2020
v14.111-124.

" Rizka Sofianti, "Upaya Kepolisian Dalam Mencegamipuan Arisan Online"Bandung Conference
Series: Law Sudies, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021, h. 14-15
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ketidakmampuan bertanggung jawab. Hal ini diatuamdaPasal 44 ayat (1) dan ayat (2)
KUHP yang berbunyi :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dappértdnggungjawabkan
padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam utumya (ebrekkige
ontwikkeling) atau terganggu karena penyakitnyaekglijke storing), tidak
dipidana.

2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipegtargjawabkan padanya
disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnyatatganggu karena penyakit,
maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itaslikkan ke dalam rumah
sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai wakteqizmaan®

Pelaku tindak pidana penipuan ariganiine memperoleh keuntungan materiil berupa
aset atau harta kekayaan. Agar tidak diketahuihlatgennya maka pelaku akan berusaha
untuk menyembunyikan aset tersebut. Tindak pidaeaippan arisanonline berlanjut
menjadi tindak pidana pencucian uang. Tindak pidae@ipuan merupakan tindak pidana
yang sering terjadi di masyarakat dan umumnya ticegmberikan dampak yang besar.
Namun apabila tindak pidana penipuan berlanjut aténindak pidana pencucian uang, tentu
saja dampak yang ditimbulkan akan berbeda. Tinddknp pencucian uang merupakan
kejahatan terorganisasi dan sistematis yang dapatyebabkan terganggunya stabilitas
perekonomian suatu negara. Dengan demikian, tipdddna penipuan arisaonline tidak
pernah diproses menjadi tindak pidana pencuciam,uaresikipun banyak tindak pidana
penipuan arisanonline yang merugikan masyarakat dalam jumlah besar dalaky
berpotensi melakukan tindak pidana pencuciang wsetgngga banyak korban tindak pidana
penipuan arisaonline yang tidak mendapatkan asetnya kembali.

Berdasarkan hal tersebut penulisan ini memberikbnah tujuan kepada arah jawaban
mengenai, diantarany®ertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis modusraut
yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Penipugland Arisan Online yang ditangani
oleh Kepolisian Daerah Papua Bakatdua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya
hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerapud Barat agar para peserta yang
belum mendaatkan gilaran Uang Arisan Online menmkroangnya kembali sesuai dengan
nominal masing-masing. Dapat dituangakan dalam lp@neini melalui judul mengenai
“Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dalam Arisann®©rDleh Penyidik Kepolisian
Daerah Papua Barat.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitigmridis normatif, yang mana penelitian hukum
normatif adalah penelitian yang dilakukan denganeti bahan pustaka atau data sekunder
belaka.” Penelitian hukum normatif menitikberatkan padaahl norma hukum positif dari
pendekatan yuridis normatif kepada suatu pendekgéary mengacu pada hukum dan
peraturan perundang-undangan yang bertkengan pertimbangan di atas, maka penelitian
analisis terhadap kegiatan peneliti berusaha m&ongkan tentang independensi gubernur
dalam mengatur pemerintah daerah kabupaten/koexts&upati/Walikota dengan tujuan
untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan negarmdaeliah, namun dengan aktivitas
koordinasi langsung yang dilakukan oleh Pemerittabhupaten/Kota juga memperlihatkan
ketiadaan posisi propinsi di dalam hubungan argergrintahan.

8 Rizka Sofianti, "Upaya Kepolisian Dalam Mencegamipuan Arisan Online",.....h. 15
°® Bambang Waluyoyletode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 76-77.
12 Ronny HanintijoMetode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 57.
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Dengan pertimbangan di atas, maka penelitian amakshadap peneliti berusaha
mengfokuskan tentang modus operandi yang dilakokeaim pelaku Tindak Pidana Penipuan
dalam Arisan Online yang ditangani oleh Kepolisaerah Papua Barat. Pelaku tindak
pidana penipuan akan berusaha agar kejahatanrala diletahui orang lain. Pelaku akan
berusaha menyembunyikan aset hasil dari penipuaarbuBtan pelaku dalam
menyembunyikan aset tersebut juga nerupakan tipatlna yaitu tindak pidana pencucian
uang. Tindak pidana pencucian uang tidak dapatirbesendiri. Untuk dapat terjadinya
pencucian uang maka harus diawali dengan tinda&npidainnya sebagai predicate crime
atau tindak pidana asal. Tindak pidana pencuciag uigatur dalam UU No 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PREmzucian Uang. UU PTPPU
tersebut secara tersurat mengatur mengenai predidate termasuk penipuan yang diatur
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r UU PTPPU.

PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam
Arisan Online Yang Ditangani Oleh Kepolisian Daerah Papua Bar at

Jika ditelisik mengenai modus operandi dari pelakdakan pidana penipuan dalam
arisan online, maka terlebih dahulu melihat berbbgatuk-bentuk arisan online yang sering
terjadi sebagaimana dikutip dalam hasil penelitiantuk-bentuk penipuan arisan online yang
sering terjadi, diantaranya:

a. Arisan menurun yaitu member atau anggota menyatokang ke rekening

pengelola dengan nominal yang berbeda-beda tergamtamor pesanan Arisan.
Cara kerja sistem pengumpulan sosial dari atas &ealb adalah dengan
memungkinkan peserta di urutan teratas menerinmadangan cepat, tetapi dalam
denominasi yang lebih tinggi daripada peserta diam lebih rendah. Urutan awal
biasanya dilakukan oleh member yang membutuhkaig d&mgan cepat namun
menerima keuntungan kecil dengan deposit besarang&dn member yang
mengharapkan keuntungan lebih besar mengambil dedakhir dengan jumlah
deposit lebih rendah.

b. Arisan Duet merupakan arisan yang dibentuk mengadi kelompok. Dimana
kelompok pertama terdiri dari peminjam dan kelokpedua terdiri dari donor
atau sponsor. Cara memulai pengelola membuat guep @i Whatsapp dengan
anggota peminjam dan pemberi dana. Setelah inves@ryetor uang kepada
pengelola, pengelola akan membagikan uang terdepada peminjam dengan
nilai nominal sesuai nilai yang disepakati, dan jpgam wajb mengembalikan uang
tepat waktu sebagai keuntungan atau pokok ditarkéahtungan.

c. Arisan Flat artinya anggota hanya membayar satu kali dengaahpecsetara
kepada pengelola. Pembayaran dilakukan melalusfeeabank. Kemudian dalam
jangka waktu yang telah ditentukan, uang akan aai sesuai nomor urut
anggota peserta.

d. Arisan tembak dikenal juga dengan istilah arisdanig. Tawaran yang menang
didasarkan pada tawaran setoran tertinggi. Biasaagggota yang mengikuti
lelang adalah masyarakat yang membutuhkan tfang.

" Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, “Pengenaan HukBagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan
Online”.,....... h. 81.
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Berdasarkan pada hasil penelitian jurnal yang dikak oleh Brigita Bethari dan Eko
Wahnyudi dapat ditemukan terdapat beberapa cargenah proses penipuan dalam arisan
online, diantaranya:

a. Biasanya pelaku menawarkan jasanya sebagai imbalag layak berupa promosi
mewah seperti fasilitas atau bonus besar. Tujuaonyak meyakinkan calon anggota
bahwa mengikuti pada arisan tersebut dapat menkdagieuntungan yang tinggi.

b. Dalam beberapa kasus, pertemuan sosial secara aiclak mempunyai dasar hukum
formal bahkan ketika jumlah uang yang dikelola nagrac ratusan juta atau miliaran.
Badan hukum resmi adalah Perusahaan Umum (PT)ek¢usin komanditer (CV),
perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Alhasilkakierungkapnya kasus penipuan
yang ditutup-tutupi, korban sangat sulit melacdakaya.

c. Memberikan informasi betapa mudahnya bekerja badpnc anggota yang ingin
bergabung dengan komunitas sosial online, misatojkap mengisi hama dan nomor
telepon pengelola sosial.

d. Selanjutnya calon anggota akan diminta untuk mestea sejumlah yang ditentukan
ke rekening pelaku.

e. Dengan begitu, masyarakat khususnya perempuanilaiabu akan mudah tergiur
dengan tawaran tersebft.

Pertanggungjawaban perbuatan kejahatan berhubudgagan terjerumusnya pada
pemidanaan bila sudah melaksanakan sesuatu pertkegadatan serta dipenuhi unsur-unsur
yang sudah ditetapkan dalam hukum. Jika diamatiwjang terbentuknya ssuatu aksi yang
illegal, maka seseorang hendak mempertanggung kamaimelalui pidana atas tindakan-
tindakan bila aksi tersebut melawan hukum. Dengamikian, adanya penipuan arisan
online, didasari atas seseorang sebagai pelaku ymng memanfaatkan usahanya untuk
mendapatkan keuntungan sendiri. Terjadinya arisdineo pada awalna hanya menawarkan
uang dan tidak menawarkan produk. Tentu saja hah@mudahkan pemain untuk menarik
uang dari keanggotaannya. Biasanya, pemilik meziabkonline akan mendapatkan tawaran
berupa layanan dalam menarik hadiah seperti boesar l[dlan hadiah gratis. Tidak hanya itu,
pemilik juga ingin membagikan data berupa pertany@atang cara sederhana ialah calon
peserta yang ingin turut berasosiasi arisan onfamg cuma bermukim membagikan julukan
serta nomor telepon kepada pemilik atau admin@straCalon peserta kemudian akan
bertanggung jawab untuk menyetorkan jumlah yarentlikan ke rekening pemilik. Dengan
begitu terutama golongan perempuan mudah tergngatetawaran ini. Arisan online ini ini
tidak akan bertahan lama, sebagaimana banyak gemgy sudah bergabung maka pemilik
sudah mendapat untung besar, berbarengan dengaemilik arisan online akan menghilang
begitu saja tanpa sepatah kata.

Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisimeamenurut Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transdkgktronik mengacu pada
perseorangan dimana dalam melakukan tindak pidamgyean arisan online harus ada
kesengajaan atau kesalahan terlebih dahulu. Haksuai dengan unsur-unsur didalam Pasal
28 ayat (1) yang ancaman pidananya terdapat datsal B5 ayat (2}* Hasil Penelitian ini

12 Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, “Pengenaan HukBagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan
Online”.,....... h. 82.

13 Marnasar Tambunan, et.al., “Akibat Hukum Bagi Reldindak Pidana Penipuan Online Melalui
Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik” la@ Jurnal Rectum, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, h. 302-303.

14 priskila Askahlia Sanggo and Diana Lukitasari,rtBeggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan
Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 TahW®0D& Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’,
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014, h. 30.
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menemukan bahwa untuk membuktikan unsur tindaknpidaenipuan arisan online harus
sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasafat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan
unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkanbdrita bohong yang dimaksud
disini adalah berita yang mengiklankan atau mekgiaisuatu produk atau jasa namun berita
tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudiata tersebut dapat mendatangkan
kerugian bagi konsumen dalam melakukan transalekitrehik dan Penyelesaian hukum
terhadap pelaku tindak pidana arisan online khysudnwilayah hukum Kepolisian Daerah
Papua Barat telah menempuh jaltestorative justice dalam rangka memenuhi dan
mengembalikan hak-hal korban yaitu kerugian berapeal yang dikeluarkan untuk menjadi
member arisan online. Dari penjelasan diatas tatdagberapa ragam modus penipuan yang
dilakukan di ruang digital sebagai ancaman yarakdkan arisan online, diantaranya:

a. Phising dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembagamireslengan
menggunakan telpon, email dan pesan teks. Merekaanmggil data pribadi, yang
nantinya digunakan untuk kejahatan berikutnya. Batasitif inilah yang digunakan
untuk mengakses akun penting yang mengakibatkartupan identitas hingga
kerugian.

b. Pharming di ponsel, metode melibatkan mengarahkan korbanskes web palsu
atau nama domain yang mirip dengan organisasikashudian ketika menekan entri
domain name system yang ditekan/diklik bentuk sabearhe. Pembuat kemudian
menginstal malware untuk mendapatkan akses tidakBiasanya, ini ditemukan di
WhatsApp yang disadap/dibajak, karena perangkah taliinstal oleh pelaku
menempatkan malware sehingga data pribadi dicuri.

c. Siiffing, terjadi ketika kita mengakses wifi publik publidpalagi jika Anda
menggunakan untuk bertransaksi. Saat itulah pelateretas mengumpulkan
informasi secara ilegal lewat jaringan yang adaapgaetangkat korbannya, kemudian
mengakses aplikasi yang menyimpan data pentingakorb

d. Money mule, adalah yang sepertioney laundering atau pencucian uang. Kita akan
menerima uang, namun kemudian kita akan dimintakumengirimkannya kembali.

e. Rekayasa sosial, metode melibatkan manipulasi logjleoterhadap korban sehingga
mereka tidak sadar dalam memberikan informasi pgntlan sensitif. Penyerang
kemudian memperoleh kode OTP atau password dadyakor

Pelaku tindak pidana penipuan akan berusaha agardtannya tidak diketahui orang
lain, pelaku akan berusaha menyembunyikan aset @iasi penipuan. Perbuatan pelaku
dalam menyembunyikan aset hasil dari penipuan.udéh pelaku dalam menyembunyikan
aset terbuka merupakan tindak pidana pencucian Tawigk pidana pencucuian uang tidak
dapat berdiri sendiri. Agar terjadinya pencuciangiaharus didahului dengan tindak pidana
lain yang dianggap sebagai kejahatan asal ptedicate crime. Tindak pidana pencucian
uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2@dftang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU PTRngatur dengan jelas tindak
pidana asal, termasuk penipuan yang diatur dalasal Paayat (1) huruf r UU PTPPO.
Berdasarkan pada penjelasan diatas memberikanbpeajamengenai ancaman arisan online
salah satunya mengakibatkan terjadinya pencuciag, ugang mana pada tindak pidana
pencucian uang terdapat langkah-langkah atau gpdhngga terjadi pencucian uang.
Tipologi tindak pidana pencucian uang terdiri dalangkah yaitu:

> Marnasar Tambunan, et.al., “Akibat Hukum Bagi Rel&indak Pidana Penipuan Online Melalui
Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik”,h. 305.

16 peppy Rahmawati, “Tindak Pidana Pencucian Uang Pemipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan
Asal”, dalamJurnal Jurist-Diction,.....h. 281.
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1. Placement. Placement atau penempatan adalah pada tahapan penempatark bent
uang diubah karena sebagaian besar aktivitas kajahenodern khususnya
peredaran obat bius, tergantung pada uang tunaigaelalat pertukaran utama,
mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubataruang menjadi bentuk
lainnya. Sejumlah besar uang tunai yang diterine penjual narkoba didepositkan
dalam tranksaksi berulang dalam rekening bank,ggghbentuk telah berubah.

2. Layering. Layering atau pemisahan yaitu upaya pelaku untuk mencarapwikng
hasil kejahatan dengan uang yang sah. Pelaku akkkukan transaksi yang rumit
bahkan hingga memindahkan uang tersebut ke bebguzaliksi atau perusahaan
yang berbeda demi menghilangkan jejak asal-usig tensebut.

3. Integration. Tahap terakhir yaitu integration atau penggabongang yang semula
hasil dari perbuatan ilegal masuk kedalam sisterakp@omian menjadi uang yang
sah. Dalam tahap ini sudah sangat sulit untuk makamjejak dari mana uang
tersebut berasal. Agar pencucian uang dapat mustdletéksi maka seharusnya
penegak hukum melakukan upaya pencarian bukti daja&panplacement atau
penempatart.’

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuangaATRPmengklasifikasikan dua
jenis pelaku dalam tindak pidana pencucian uanguyaktif dan pasif. Tindak pidana
pencucian uang aktif dan pasif memiliki perbedaadapperbuatan pelaku. Tindak pidana
pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Faskin 4 UU PTPPU, pelaku akan
berperan secara langsung dalam menyamarkan atagembeuanyikan aset hasil kejahatan.
Tindak pidana pencucian uang pasif pada Pasal 3PURPU pelaku tidak berperan secara
langsung dalam menyamarkan atau menyembunyikarhasgtkejahatan, melainkan hanya
menerima manfaat kekayaan dari tindak pidana semih berperan dalam menyembunyikan
kekayaan tersebut. Berdasarkan kronologis, modars nabtif yang dilakukan pelaku, maka
dapat disimpulkan bahwa pelaku memahami dan menypdeuatannya yang merugikan
orang lain, dan hal itu atas kehendak sendiri.iriainenandakan bahwa terlihat jelas unsur
kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku sebagaiteangertanggung jawaban pidana yang
telah diuraikan oleh penulis sebelumnya. Perbugtelaku yang melakukan rangkaian
kebohongan dan membujuk peserta untuk menyerahdag mnelalui transfer bank dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri termasuk dalandak pidana penipuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman makdilfeghpat) tahun pidana penjara.

Kandungan KUHP dan UU ITE pada hakekatnya mendsfiun tindak pidana yang
sama sebagai penipuan dengan cara yang berbeda, peakpuan dalam UU ITE tidak
menutup kemungkinan pelaku juga menggunakan cagpaBerkaitan mengenai tindak
pindana penipuan arisan online berhubungan diaglanmd KUHP dan UU ITE. Namun,
terdapat perbedaan yang diatur dalam kedua penatpemundang-undangan tersebut,
perbedaan antara KUHP dengan UU ITE, yaitu:

a. KUHP dan UU ITE dalam mengatur delik penipuan, nanterletak pada
perbedaan alat bukti. Alat bukti yang berlaku daldUHP sebagaimana diatur
dalam KUHAP tanpa alat bukti elektronik. Berdasarlasal 184 KUHAP, alat
bukti yang berharga adalah keterangan saksi sebangag, keterangan ahli, surat,
petunjuk, dan keterangan terdakwa sebanyak orame&ara itu, UU ITE juga
memperluas alat bukti, yakni menerapkan alat baldktronik yang merupakan
perpanjangan dari alat bukti surat sebagaimanakdindadalam Pasal 5 ayat (4)
KUHAP. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, infosmalektronik dan/atau

Y Yonathan Sebastian Laowo, “Kajian Hukum TindakaP@ Pencucian Uang”, dalafornal Panah
Keadilan, Vol. 1, No. 1 Tahun 2022, h. 80-81
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dokumen elektronik dan cetakan merupakan alat brétig sah menurut hukum
acara pidana di Indonesia. Alat Bukti Elektronikropakan perpanjangan alat bukti
yang berada di luar KUHAP. Kalau berdasarkan UU titambah juga alat bukti

elektronik.

b. KUHP memuat unsur menguntungkan diri sendiri ataung@ lain, sedangkan pasal
UU ITE yang terpenting adalah akibat penipuan beerkgrugian bagi konsumen
terjadi tanpa perlu diketahui ada pihak terpengaatdu tidak, atau mendapat
manfaat darinya.

c. KUHP merinci dalam Pasal 378 bagaimana terjadiny@niguan, seperti
penggunaan nama palsu, kepribadian palsu, atau dkkdn palsu, serta
serangkaian kebohongan dan penipuan, sedangkan ITBUtidak mengatur
ketentuan tersebut.

d. Perbedaan sanksi terdapat dalam KUHP dan UU ITda pJ ITE terdapat sanksi
tambahan berupa banyak denda sebagaimana diatun ddsal 45 A ayat 1 UU
ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun danddepaling banyak Rp.
1.000.000.000, 00 (Satu Miliar Rupiah), sedangkalard Pasal 378 KUHP pelaku
tindak pidana penipuan hanya dengan pidana pesgéama 4 tahutf

Berdasarkan pada penjelasan diatas KUHP dan UUni&miliki perbedaan kepada
alat bukti, memuat unsur kepada keterkaitan pahakpyang berkerja sama yang dapat
merugikan seseorang, aspek-aspek penipuan yanqatlign, dan perlakuan/perbedaan
sanksi serta denda yang harus dibayarkan, namandgkam penelahaan kesesuaian kasus
arisan online sesungguhnya tercantum kepada ancpiti@manya terdapat pada Pasal 45 A
ayat (1) UU ITE vyaitu pidana penjara paling lam#@efam) tahun dan/atau denda paling
banyak RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiahsWwHunsur yang terdapat dalam Pasal 28
ayat (1) UU ITE, yaitu:

1. Unsur subyektif : Setiap orang yang didefinisikahilh lanjut dalam Pasal 1 angka 21
sebagai orang perseorangan atau manusia dan bsalaa. WU ITE telah mengenal
badan usaha sebagai subjek hukum selain orang.abDesgngaja dan tanpa hak
artinya pelaku memang berkehendak untuk melakulebuptannya. Tanpa hak
termasuk dalam unsur melawan hukum, artinya orarsgbut melakukan perbuatan
yang dilarang oleh hukum atau orang tersebut tichegmiliki kewenangan untuk
melakukan perubuatan tersebut. Unsur ini merupakaar yang mutlak terkandung
dalam rumusan delik meskipun tidak dituliskan sstarsurat.

2. Unsur obyektif : Perbuatan menyebarkan berita bghtan menyesatkan. Unsur ini
mengandung perbuatan pelaku membagikan berita tydak benar. Berita bohong
atau yang sekarang sering disebut sebagai hoaahatelita yang tidak benar atau
berita mengenai suatu keadaan yang palsu. Dengandka berita hoax adalah suatu
informasi yang kredibilitasnya tidak dapat dipeggmngjawabkan. Timbulnya suatu
akibat yaitu kerugian konsumen dalam melakukansaksi elektronik. Unsur ini
menunjukkan akibat dari berita bohong dan menyasatkaitu ruginya konsumen
yang melakukan transaksi secara elektronik.

Di sisi lain, dikarenakan metode arisan ini berbasnline karena modus awalnya
dilakukan dengan sistem MLM dan ditransfer antankbanaka pelaku juga dapat dijerat
dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena menyebaskaita bohong melaui media sosial
yaitu arisan online dengan keuntungan yang cuksparb@adahal hal tersebut fiktif adanya.
Ancaman yang dikenakan dalam Pasal ini adalah pige@mjara maksimal 6 (enam) tahun

** peppy Rahmawati, “Tindak Pidana Pencucian Uang Pemipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan
Asal”, dalamJurnal Jurist-Diction,.....h. 280-281.
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dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (sdgamnupiah). Modus ini juga berkaitan
dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dBksal 372 KUHP karena pelaku secara
melawan hukum menguasai dana tersebut dan dibawaléh pelaku. Tindak pidana
penggelapan dalam kasus ini juga berkaitan jugtakirpidana pencucian uang karena uang
yang digelapkan oleh pelaku diputar kembali dalamtik aset riil seperti mobil, emas dan
rumah. Maka perbuatan ini dapat diancam denganl Badan Pasal 4 UU TPPU dengan
ancaman 20 (dua puluh) tahun pidana penjara dadaderaksimal Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah). Hal ini dikarenakan, pecian uang yang dilakukan oleh pelaku
merupakan hasil tindak pidana penggelapan sebagaiketentuan dalam Pasal 2 ayat (1)
UuU TPPU.

Tindak pidana pencucian uang aktif juga diatur mlalRasal 4 UU PTPPU vyaitu
perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-gsabber, lokasi, peruntukan,
pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenatagharta kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pid@aimadak pidana pencucian uang pasif
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PTPPU menwmukiahwa perbuatan pelaku
menerima atau menguasai penempatan, pentransfpesnbayaran, hibah, sumbangan,
penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perbuatiaebut jelas berbeda dengan pelaku
aktif pada tindak pidana pencucian uang. Pelakuf gesiya berperan menerima atau
mendiami tempat pelaku aktif menyimpan harta ke&ayhasil kejahatan. Tindak pidana
penipuan dapat berimplikasi pada tindak pidana y&an uang apabila pelaku tidak hanya
melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam Pa&8&3HP dan Pasal 28 ayat (1) juncto
Pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Pelaku penipuan araline yang langsung berperan dalam
menghilangkan jejak harta kekayaan adalah owneamrinamun dalam mengupayakan
menghilangkan jejak, owner akan meminta bantuangola@n agar lebih tersamarkan. Owner
akan meminta bantuan orang lain untuk meminjamk&eaningnya. Hal ini bertujuan untuk
mengelabuhi penyidik dalam mencari aliran dana.n@rgang meminjamkan rekening
tersebut termasuk pelaku yang berperan secara lahgsung apabila ia dapat menduga
bahwa harta yang dititipkan kepadanya merupakaihthredak pidana.

Berdasarkan jenis pelaku di atas maka tindak pigenaucian uang yang dapat terjadi
dengan penipuan arisan online sebagai predicatee @adalah tindak pidana pencucian uang
aktif dan pasif. Tindak pidana pencucian uang aldjat dilakukan oleh owner berdasarkan
Pasal 3 UU PTPPU. Owner secara langsung menempathkantransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan hartay&akahasil perbuatan menipunya.
Tindak pidana pencucian uang pasif dapat dilakukah orang yang dipilih owner sebagai
penerima atau penguasa penempatan, penerima danafety pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, penukaran, atau ikut menggnndarta kekayaan hasil tindak
kejahatan dan ia mengetahuinya. Tindak pidana pe&rtwang pasif tersebut sesuai dengan
Pasal 5 UU PTPPU. Tindak pidana penipuan arisamemherupakan tindak pidana yang
sering terjadi dan menimbulkan kerugian masyarakatun sangat jarang diproses ke ranah
tindak pidana pencucian uang. Terdapat beberapar fgkng menyebabkan sedikitnya tindak
pidana pencucian uang dengan penipuan arisan osdibagai tindak pidana asal. Banyak
kasus penipuan arisan online yang dilaporkan kellgan, namun peyidik sulit menemukan
bukti yang konkret. Seringkali pelaku tidak mela&oktahapan tipologi pencucian uang
sepertiplacement danlayering.

Apalagi jika jumlah transaksi yang terjadi hanydikie. Selain itu arisan online yang
bukan merupakan penyedia jasa keuangan yang legaigga tidak mudah ditelusuri dan
tidak meninggalkan jejak transaksi yang jelas. Mmsk arisan online diselenggarakan oleh
penyedia jasa keuangan yang legal tidak menjaramséiksinya akan mudah dideteksi. Hal
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ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1)POBPU yang mengatur penyedia jasa
keuangan wajib kepada PPATK atas transaksi pakdikis Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah). Sedangkan arisan online biasanyak ticeelibatkan transaksi yang besar.
Kurangnya keberanian penyidik untuk melakukan mogenyelidikan tindak pidana
pencucian uang juga menjadi salah satu faktor gegé&kasus penipuan arisan online yang
dibawa ke tindak pidana pencucian uang. Berdasgpkaelitian yang dilakukan terhadap
Kepolisian Daerah Jawa Timur, penyidik kerap katinalapatkan ancaman ketika melakukan
penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uandairSetu penyidik tidak memiliki
kemampuan yang mumpuni untuk mencari alat buktcpeian uang atas transaksi yang
dilakukan secara online menjadi kesulitan tersersdéihingga penipuan arisan online tidak
dibawa ke tindak pidana pencucian uang

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Papua Barat Agar
Para Peserta Yang Belum Mendapatkan Gilaran Uang Arisan Online M emperoleh
Uangnya Kembali Sesuai Dengan Nominal Masing-Masing

Tindak pidana sebagai tindakan melanggar hukum telag dilakukan dengan sengaja
ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapettahiggungjawaban atas tindakannya
yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai suadaktén yang dapat dihukum. Suatu
tindak pidana harus dipenuhi beberapa unsur, damga: Pertama, perbuatan manusia
dalam arti perbuatan positif dan negalkiedua, diancam dengan pidanketiga, melawan
hukum. Keempat, melakukan kesalaharKelima, oleh orang yang mampu bertanggung
jawab. Dari penjelasan secara keseluruhan syamatyadpidana telah melekat kepada
perbuatan pidana, sehingga jika seseorang melalpédmbunuhan akan dikenakan Pasal 338
KUHP, tetapi orang yang melakukan pembunuhan téanytadak bertanggungjawab,
misalnya orang gila dalam hal ini tidak dikenakardak pidana. Secara garis besar unsur
tidak pidana tidak akan terpenuhi sebab unsur kipi@ana tidak terpenuhi, karena itu tidak
ada tindakan pidana bagi orang gila sebab tidakpnarertanggung jawaf.

Penipuan sendiri selalu diawali dengan melakukasuasi verbal yang tidak jujur agar
mudah mendapatkan kepercayaan dari orang yangudibBenipuan berasal dari kata tipu
yang berarti tindakan atau ucapan yang tidak jajau menipu, kepalsuan, dan sebagainya,
dengan maksud menyesatkan, menipu atau mencariukgam. Penipuan adalah perbuatan
yang menimbulkan kerugian pada orang lain, olelerkaitu termasuk dalam tindak pidana.
Karena banyaknya tindak pidana yang dilakukan danimbulkan gangguan sosial, maka
perlu dibuat undang-undang yang bertujuan untukgwmemgi kejahatan di masyarakat.
Pada dasarnya setiap undang-undang yang disahidamp@mbuat UU semuanya merupakan
respon hukum terhadap permasalahan sosial yangPadeembangan hukum harus sejalan
dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketikgarakat berubah atau berkembang
maka hukum juga harus berubah untuk mengatur segakembangan secara tertib dalam
konteks sosial masyarakat modern tumbuh kuat, idibahirnya ITE UU menyebabkan
semakin berkembangnya kejahatan di masyarakat kalema itu undang-undang juga harus
berkembang untuk dapat menjalankan fungsinya menjdeeamanan. Dengan adanya
undang-undang ini diharapkan masyarakat takutakn&bhn kesalahan untuk mengurangi
kejahatan di masyarak&t.

1% Tongat,Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: UMM Pres,

2012), h. 106
20| Nyoman Wiijya dan Erikson Sihotang, “Penangafiardaik Pidana Penipuan Melalui Arisan Online
Di Kepolisian Resort Bangli'Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22 No. 1 Tahun 2023, h. 63.
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Jika ditelaah faktor-faktor penyebab terjadinyaamionline disebabkan oleh terjadinya
ketinggian penangguran dan kemiskinan, ingin meailap uang dengan mudah, kesulitan
melakukan pelacakan pelaku, mudah menghilangkah, jejinimnya biaya yang diperlukan
untuk melakukan penipuan, dan kurangnya wawasaa pangguna alat komunikasi
elektronik. Dengan demikian, hasil penelitian dalaenghadapi dan mangatasi kasus pidana
perilaku penipuan dalam arisan online, sebagaindatem hasil penelitian yang dituliskan
oleh | Nyoman Wiijya dan Erikson Sihotang pada dauttmu Hukum, sebuah pengupayaan
dan penahanan serta penindakan untuk menegakkammhd&lam kasus penipuan arisan
online, diantaranya:

a. Penegakan hukum melalui upaya pencegahan berupaialiSasi kepada

masyarakat melalui media sosial; Melaksanakanakagipeningkatan kesadaran
di masyarakat.

b. Penegakan hukum melalui upaya penegakan hukum ed#efrmelalui
pertanggungjawaban atas penipuan dalam pertemwsal secara online diatur
dalam Pasal 28 ayat (1), Jo. Pasal 45A ayat (1)NGbhor 19 Tahun 2016 terkait
Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang InformasiTransaksi Elektronik
dan Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindtdnpi penipuaft:

Kasus-kasus penipuan arisan online yang terjablicttinesia diputus dengan peraturan
perundang-undangan yang berbeda oleh majelis hakakim memiliki wewenang dalam
memberikan pertimbangan dan penilian terhadap kgsus diadili. Berdasarkan kekhususan
karakteristik UU ITE diatas, maka tindak pidanasan online lebih tepat diputus
menggunakan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tefRangbahan Atas Undang-Undang
No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transakektkinik. Tindak pidana penipuan
arisan online yang telah terbukti dapat diprosesjadk tindak pidana pencucian uang.
Terdapat 3 Pasal yang dapat dikenakan untuk pelakuai dengan perbuatannya. Apabila
pelaku berperan aktif dalam melakukan pencucianguanaka pelaku dapat dipidana
berdasarkan Pasal 3 atau 4 Undang-Undang No 8 Ta0u@ tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedarmiaku yang tidak berperan
secara langsung melakukan pencucian uang maka di@pdana berdasarkan Pasal 5
UndangUndang No 8 Tahun 2010 tentang PencegaharPelaberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

Penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggeldip&epolisian Daerah Papua
Barat diselesaikan dengan asesorative justice dengan menerapkan mekanisme Peraturan
Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Kiridana Berdasarkan Keadilan
Restoratif dimana dalam pelaksanaannya melibatkabak/ pelapor, pelaku/terlapor serta
pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebumbBatan yang dialami oleh penyidik
Kepolisian Daerah Papua Barat dalam menerapkanresasative justice dalam perkara
tersebut yaitu tersangka ingin melarikan diri deaksin-akan tidak mau mengganti atau ingin
menguasai sepenuhnya uang yang sebenarnya menijiidiatau hak korban. Setelah
berbagai upaya penyilidikan dan penyidikan dilakukakhirnya tersangka berhasil
diamankan oleh penyidik Kepolisian Daerah PapuatBdan akhirnya tersangka mengganti
seluruh kerugian uang yang dialami oleh korbansarionline menjadi salah satu bentuk
investasi online masa kini yang biasanya ditawardah oknum menggunakan media media
sosial?? Dalam upaya penegakan hukum bagi tindak pidangppam melalui arisan online,
hal tersebut tindakan kejahatan asal yang dapaikiidan terlebih dahulu melalui tindak

2L | Nyoman Wiijya dan Erikson Sihotang, “Penangafiardaik Pidana Penipuan Melalui Arisan Online
Di Kepolisian Resort Bangli’,....... h. 65.

22 Asriati Asriati and Sumiyati Baddu, ‘Investasi @@ Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan
Bagi Investor Selaku Konsume®PLENO JURE, 10.1 (2021), doi:10.37541/plenojure.v10i1.561.
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pidana asal sebagai penipuan yang pada prosessgartanjadi tindak pidana pencucian
uang, yang diatur pada peraturan perundang-undafigat dan UU ITE. Telihat pasal 28
ayat 1 UU ITE memiliki karakteristik yang lebih kdus dibandingkan Pasal 378 KUHP
dalam konteks pidana dalam kasus arisan onlineaga@inana dalam UU ITE adaldéx
specialis dari KUHP. Pasal 28 ayat 1 yang telah memenuhefaga prinsip dalanhex
specialis derogat legi generalis, diantaranya:

a. Ketentuan umum dalam aturan hukum umum tetap herlacuali yang diatur

khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

b. Ketentuarlex specialis harus sederajat dengan ketentuan lex generalis

c. Ketentuariex specialis harus berada dalam lingkungan hukum yang samaadeng

lex generalis.®

Sebagaimana berdasarkan pada hasil penelitian gagatditemukan sebuah praktik
Investasi Bodong di Indonesia yang berkedok dalasam online, yang semakin variatif dan
canggih dengan beberapa kategori atau modus, atiaaya:

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksatekeasarkan asas:

a. Asas kemanusiaan ialah Pengadaan Tanah harus nieenbeelindungan serta
penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkatndeabat setiap warga
negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

b. Asas keadilan ialah memberikan jaminan penggantag layak kepada Pihak
yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah, sehinggadapatkan
kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupanigfaitgoaik.

c. Asas kemanfaatan ialah hasil Pengadaan Tanah mammberikan manfaat
secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsagdara.

d. Asas kepastian ialah memberikan kepastian hukused&nya tanah dalam.
proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan ni@mhaminan kepada
Pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugag layak.

e. Asas keterbukaan ialah bahwa Pengadaan Tanah upé&mkbangunan
dilaksanakan dengan memberikan akses kepada migstyarauk mendapatkan
informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.

f. Asas kesepakatan ialah bahwa proses Pengadaan tdakbhkan dengan
musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuklapatkan kesepakatan
bersama®*

Arisan Online, yaitu bentuk investasi lantaran dapgengembangkan dana yang
disetorkan, seperti investasi pada umumnya yangijoan untuk menghimpun sejumlah
uang dari para anggotanya. Pada kondisi terteetogerbpa oknum tidak bertanggung jawab
membuat investasi jenis ini sering menimbulkan ménilkan kerugian bagi masyarakat
dengan modus menawarkan jenis arisan kepada caltwark melalui media sosial. Ketika
uang sudah disetorkan, pihak pengelola arisan nienghdengan sejumlah uang dari para
anggota. Modus ini masih sering terjadi di tengailghh masyarakat, bahkan keterikatan
hukum antara anggota dan pengelola masih tergdemgh karena banyak akadnya hanya
dengan lisan tanpa kontrak yang jelas. Dengan demikerkaitan dengan investasi bodong
yang dilakukan dengan berbagai macam modus yaal thjelaskan, pertanggungjawaban
pidana yang menjadi landasan utama dalam penegdkkam semua tindak pidana adalah
adanya unsur kesalahan dari pelaku. Seseorang di&ptdkan memiliki kesalahan apabila

% peppy Rahmawati, “Tindak Pidana Pencucian Uang Pamipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan
Asal”, dalamJurnal Jurist-Diction,.....h. 286-287

* Muhammad Aldi, Kristina Sulatri, and Dwi BudiartiJrgensi Pengaturan Ganti Kerugian Dalam
Bentuk Uang Terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tahafjaya: Jurnal llmiah Hukum, 5.2 (2023), h. 76,
doi:10.51213/yurijaya.v5i2.106.
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mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehinggatddpnintai pertanggungjawabannya
dengan cara penjatuhan sanksi piddn&ebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya
bahwa masyarakat yang terpengaruh menjadi pesest@naonline termotivasi oleh janji
manis dari pengelola yang menawarkan keuntungaar.bBalam perspektif hukum, praktik
investasi bodong merupakan pelanggaran terhadaprdpeb regulasi yang terkait seperti
Undang-Undang 11 Tahun 2008 yang diubah menjadiabigddndang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikdaimg-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Fdanacian Uang, dan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Berkaitan dengan investalgie ilegal dalam hal ini arisan bodong
merupakan suatu peristiwa hukum yang akhir-akhirtenjadi di masyarakat Indonesia,
terdapat beberapa pasal yang dapat menjerat pgftalak pidana penipuan berbasis arisan
online, yaitu:

a. Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa setiap indivishg ylengan sengaja melawan
hak untuk menguasai barang milik orang lain bukamnehka kejahatan, maka
dihukum sebagai perbuatan penggelapan dengan amd¢arkamannya maksimal 4
(empat) tahun pidana penjara.

b. Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa setiap individugyamemakai nama atau
martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, makbogividu lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku, atauendmtang dan menghapus
piutang dengan tujuan untuk menguntungkan diringadsi, maka ancaman
pidananya adalah pidana penjara maksimal 4 (ertgiaij.

c. Pasal 45A ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa seimividu yang dengan
sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohonmeayesatkan seseorang dan
mengakibatkan kerugian dalam Transaksi Elektronikkan ancaman pidana
penjaranya maksimal 6 (enam) tahun dan/atau dea#laimal satu miliar rupiah.

d. Pasal 3 UU TPPU yang menjelaskan bahwa setiapithdiyang menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkenenghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentekukarkan dengan mata
uang atau surat berharga atau perbuatan hasiktpidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyamarkaruasl harta tersebut maka
diancam dengan pidana penjara maksimal 20 (duahpuhun dan denda
maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah

e. Pasal 4 UU TPPU yang menjelaskan bahwa setiapithdixang menyamarkan asal
usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hdk-tsau kepemilikan yang
sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinga @iatut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimadsiadn Pasal 2 ayat (1) maka
diancam dengan pidana penjara maksimal 20 (duahpuhun dan denda
maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalaml Raggat (1) UU TPPU adalah
harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidaaatdranya korupsi, penyuapan, pencurian,
penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lain geéamgcam dengan pidana penjara di atas 4
(empat) tahun baik yang dilakukan di dalam wilayildlonesia maupun luar negeri.
Berdasarkan kronologis, modus, dan motif yang diak pelaku, maka dapat disimpulkan
bahwa pelaku memahami dan menyadari perbuatanmg marugikan orang lain, dan hal
itu atas kehendak sendiri. Hal ini menandakan batendnat jelas unsur kesengajaan yang

% priska Askahlia Sanggo, et.al., ‘PertanggungjawaBalaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang InforrBasi Transaksi Elektronik'Jurnal Recidive, 3.2
(2014), h. 223.
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dilakukan oleh pelaku sebagaimana teori pertanggamgban pidana yang telah diuraikan
oleh penulis sebelumnya. Perbuatan pelaku yangkoieda rangkaian kebohongan dan
membujuk peserta untuk menyerahkan uang melalunsfiga bank dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri termasuk dalam tindattapa penipuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4afgnaiun pidana penjara. Di sisi
lain, dikarenakan metode arisan ini berbasis orkarena modus awalnya dilakukan dengan
sistem MLM dan ditransfer antar bank, maka pelalgajdapat dijerat dengan Pasal 45 ayat
(1) UU ITE karena menyebarkan berita bohong metaadia sosial yaitu arisan online
dengan keuntungan yang cukup besar, padahal tsabtdr fiktif adanya. Ancaman yang
dikenakan dalam Pasal ini adalah pidana penjarasimak 6 (enam) tahun dan/atau denda
maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kesimpulan

Penipuan arisamnline sama halnya dengan penipuan pada umumnya atawdiseb
penipuan konvensional. Perbedaannya hanya tenpetdk media yang digunakan. Penipuan
arisanonline menggunakan media elektronik dan penipuan konveakittdak melibatkan
media elektronik. Terdapat dua peraturan perundauggngan yang dapat digunakan dalam
penipuan arisaonline. Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) juncto REsa\ ayat (1)
Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahas Bhdang-Undang No 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikdi@e peraturan perundang-undangan
tersebut memiliki karakteristik masing-masing dala@njatuhkan pidana, sehingga Pasal 28
ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undangl® Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Infermian Transaksi Elektronik adalah
yang paling tepat digunakan dalam kasus tindakngigeenipuan arisamsnline.

Pelaku penipuan arisamline sangat jarang dipidana dengan tindak pidana pesmtuci
uang. Namun bukan berarti tidak mungkin apabildpatan pelaku menimbulkan kerugian
yang besar bagi masyarakat. Termasuk beberapa #iagilayah hukum Kepolisian Daerah
Papua Barat yang menimbulkan kerugian hingga raiiaupiah bagi ratusan masyarakat
yang menjadi pesertanya. Adapun peraturan perundgiag@ngan yang dapat digunakan
untuk kasus pencucian uang adalah Undang-Undan§ Nahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
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